
 
 

S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 5 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP BADAN USAHA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan sebagaimana 

diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan dan untuk kemudahan dalam 

pelaksanaan pembayaran dan penyetoran retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan oleh wajib retribusi 

terutama bagi Badan Usaha, ditunjuk Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 

melakukan pemungutan terhadap Retribusi Pelayanan 

persampahan/kebersihan golongan komersial dari Badan 

Usaha; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentan Pasal 14 ayat (5) 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan perlu 

ditetapkan tata cara pelaksanan pemungutan Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Badan 

Usaha; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan terhadap Badan Usaha;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pembinaan dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
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Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP BADAN 

USAHA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  yang  

selanjutnya disingkat DPM & PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut yang 

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses 

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan 

pendelegasian wewenang dari Bupati, dengan menganut prinsip-prinsip 

kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dengan jaminan kepastian 

biaya, waktu serta kejelasan prosedur. 
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6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi. 

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 

terutang. 

9. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi denda. 

10. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, 

rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyrakat 

dalam lingkungan yang sehat. 

11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari, manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat. 

12. Badan Hukum adalah Organisasi atau Perkumpulan yang didirikan 

dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang 

yang meiliki hak dan kewajiban atau disebut dengan subyek hukum. 

 

BAB II 

PENDELEGASIAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

 

Bupati mendelegasikan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan golongan komersil Badan Usaha kepada DPM & 

PTSP. 

 

BAB III 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

 

Bagian Kesatu 

Pemungutan Retribusi 

 

Pasal 3 

 

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk 

golongan komersial Badan Usaha dilakukan oleh Dinas DPM & PTSP. 

(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan 

dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU). 

 

Pasal 4 

 

(1) Retribusi dipungut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku sesuai dengan struktur dan besarnya tarif retribusi yang telah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 
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(3) Dalam hal wajib reribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang 

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

didahului dengan Surat Teguran. 

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban 3 (tiga) 

bulan berturut-turut, maka akan dikenakan sanksi. 

 

Bagian Kedua 

Pembayaran Retribusi 

 

Pasal 5 

 

(1) Wajib retribusi melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah. 

(2) Pembayaran pada akhir bulan Desember tahun berjalan dapat disetorkan 

selambat – lambatnya pada tanggal 2 bulan Januari tahun berikutnya. 

 

Pasal 6 

 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas) hari 

sejak diterbitkannya SKRD. 

(3) Besarnya penetapan dana penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis 

retribusi. 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 7 

 

(1) Tarif Retribusi selalu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang 

menjadi dasar dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Instansi yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberi insentif atas 

dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala bentuk 

peraturan dan keputusan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya 

Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak  

bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 
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(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 2 Januari 2019 

 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd  

 

       H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 2 Januari 2019 

 

  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

  H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 5 


